
KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 129 TAHUN2021

TENTANG

TIM PENYUSUN PEDOMAN KEARSIPAN

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

Menimbang bahwa dalam rangka penyusunan pedoman kearsipan

agar penyelenggaraan kearsipan sesuai dengan

prinsip, kaidah, dan standar kearsipan, perlu dibentuk

Tim Penyusun Pedoman Kearsipan di Lembaga

Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah tentang Tim Penyusun Pedoman Kearsipan

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah;

Mengingat Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun

2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
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Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia

Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pedoman

Perlindungan, Pengamanan dan Penyelamatan

Dokumen/Arsip Vital Negara;

3. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia

Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan

Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip

Dinamis;

4. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia

Nomor 19 Tahun 2012 Pedoman Penyusunan

Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 235);

5. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia

Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah

Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 432);

6. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia

Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyusunan

Pedoman Retensi Arsip sebagaimana diubah dengan

Peraturan Kepala Arsip Nasional Indonesia Nomor 48

Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala

Arsip Nasional Indonesia Nomor 14 Tahun 2015

Tentang Tata Cara Penyusunan Pedoman Retensi

Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 2094);

7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia

Nomor 22 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan

Jadwal Retensi Arsip (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 665);

8. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia

Nomor 5 Tahun 2016 tentang Standar Kualitas Hasil

Keija Pejabat Fungsional Arsipeuis (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 191)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala

Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
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9.

2017 tentang perubahan Atas Peraturan Kepala Arsip

Nasional Indonesia Nomor 5 Tahun 2016 tentang

Standar Kualitas Hasil Keija Pejabat Fungsional

Arsiparis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 1820);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaem

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021

tentang Organisasi dan Tata Keija Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG TIM PENYUSUN

PEDOMAN KEARSIPAN LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU Menetapkan Tim Penyusun Pedoman Kearsipan

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA Tim Penyusun Pedoman Kearsipan sebagaimana dimaksud

dalam diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut:

1. Menyusun pedoman kearsipan yang diperlukan dalam

pengelolaan arsip dinamis; dan

2. Menyusun pedoman yang dibutuhkan dalam

membantu pengelolaan arsip dinamis.

KETIGA Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

diktum KEDUA, Tim Penyusun Pedoman Kearsipan

bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
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LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA

KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA PEMERINTAH

TENTANG TIM PENYUSUN

PEDOMAN KEARSIPAN

NOMOR : 129 TAHUN 2021

TANGGAL : 15 JUNI 2021

SUSUNAN TIM PENYUSUN PEDOMAN KEARSIPAN

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

No NAMA / JABATAN
JABATAN

DALAM TIM

I Kepala LKPP Pengarah

2 Sekretaris Utama
Penanggung

Jawab

3
Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan

Umum
Ketua

4 Kepala Bagian Tata Usaha, Protokol, dan Rumah Tangga Anggota

5 Mhd. Irsan (Arsiparis Muda) Anggota

6 Dianita Asni (Arsiparis Pertama) Anggota

7 Rinaldy Prihandoko (Arsiparis Pertama) Anggota

8 Katriasih Dwi Hartati Anggota

9 Atmojo Heri Prasetyo Anggota

10 Erma Prasetyo Anggota

11 Agus Junianto Nababan Anggota

12 Haniyah Berliana Putri Anggota

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA

PEMERINTAH,

RONI DWI SUSANTO
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